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ABSTRAK 

Program pemberdayaan masyarakat Desa Tiwa'a Kecamatan Mori Utara Kabupaten Morowali Utara 

di bidang kelembagaan belum memberikan manfaat yang diharapkan sehingga diperlukan suatu 

evaluasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan evaluasi program pemberdayaan 

masyarakat bidang kelembagaan di Desa Tiwa’a. Metode penelitian yang digunakan adalah studi 

kasus dan sumber data dalam penelitian ini adalah para pelaku evaluasi program. Data dianalisa 

secara kualitatif untuk memperoleh gambaran tentang bagaimana para evaluator menggunakan 

model CIPP untuk mengevaluasi program pemberdayaan masyarakat di Desa Tiwa’a dan faktor 

yang memengaruhinya. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa evaluasi program 

pemberdayaan masyarakat di Desa Tiwa’a dilaksanakan dengan menggunakan model CIPP. Para 

evaluator adalah Pemerintah desa Tiwa’a, BPD, LPMD, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan 

tokoh perempuan di Desa Tiwa’a. Fungsi evaluasi yang dilakukan adalah fungsi diagnosa dan fungsi 

pengukuran tingkat keberhasilan program, dengan tataran evaluasi pada tingkat konteks dan input. 

Evaluasi belum dilaksanakan secara maksimal dikarenakan empat faktor penghambat, yaitu jumlah 

personel sumber daya manusia yang belum memadai, keterlibatan seluruh kelompok masyarakat 

dalam merancang program yang belum maksimal, tingkat pengetahuan evaluasi program dan teknis 

pelaksanaannya yang belum memadai, dan tindak lanjut evaluasi yang belum dilakukan oleh 

Pemerintah Desa dengan melibatkan unsur lainnya seperti akademisi. 

Kata Kunci: evaluasi program, pemberdayaan masyarakat, model CIPP, evaluator, participatory 
monitoring and evaluation 

 

ABSTRACT 

The community empowerment program in the institutional sector has not provided the benefits 

expected by the villagers of Tiwa’a, North Mori Sub-district, North Morowali Regency and needs to 

be evaluated. This study aims to explore the implementation of evaluating community empowerment 

program in institutional sector evaluation of Tiwa’a Village. This study is qualitative in nature with 

case study as the research design. The sources of data were the program evaluators, and the data 

were obtained from observation, interview, documentation. The results showed that the evaluation 

implementation of community empowerment program in Tiwa’a Village was implemented through 

CIPP model. The evaluators were local government od Tiwa’a Village, village council, village 

empowerment center, community leaders, youth leaders, and women leaders of Tiwa’a Village. The 

functions of evaluation implementation to evaluate the successful of community empowerment 

program in Tiwa’a village focused on context and input evaluation. The difficulties experienced in 

carrying out the program evaluation were the evaluators’ lack of knowledge on the concept and 

technical implementation of evaluation and unideal participation of stakeholders and local people 

in evaluation process. It is recommended to involve other elements or parties in evaluating program 

and conducting trainings on the evaluation process and follow-ups for evaluators.  

Keywords: program evaluation, community empowerment, CIPP model, evaluator, participatory 

monitoring and evaluation  
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PENDAHULUAN 

Permasalahan kemiskinan yang cukup kompleks membutuhkan intervensi 

semua pihak yaitu pemerintah, stakeholders, dan masyarakat. Untuk meningkatkan 

efektivitas penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja, pemerintah 

meluncurkan program-program pemberdayaan masyarakat dengan merumuskan 

mekanisme penanggulangan kemiskinan yang melibatkan unsur masyarakat mulai 

dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi (Raharjana 

& Kutanegara, 2019; Thalib, 2015; W, 2021). Proses pembangunan partisipatif 

yang memberdayakan masyarat desa diharapkan dapat menumbuhkembangkan 

kesadaran kritis dan kemandirian mereka sehingga mereka bukan lagi sebagai objek 

melainkan sebagai subjek upaya penanggulangan kemiskinan. 

Pemberdayaan merupakan serangkaian upaya untuk meningkatkan kondisi 

kehidupan masyarakat menuju yang lebih baik dan mengatasi berbagai masalah 

seperti kemiskinan, kesenjangan sosial, dan pengangguran (Fitriana, 2020; 

Saifuddin Yunus et al., 2017). Pemberdayaan masyarakat dianggap sebagai satu-

satunya cara untuk memecahkan masalah kemiskinan, namun sekaligus dapat 

menimbulkan kesenjangan sosial-ekonomi, politik, dan kebudayaan. Oleh karena 

itu, diperlukan kritik dan pengawasan terhadap pemahaman pemberdayaan untuk 

memastikan efektivitas dan kesesuaiannya dalam memecahkan masalah yang 

dihadapi.  

Salah satu bentuk sinergitas antara pemerintah, stakeholders, dan 

masyarakat adalah keterlibatan semua unsur dalam mengevaluasi program-program 

pemberdayaan desa. Kepala Desa, misalnya, dapat mengajak masyarakat menjadi 

evaluator program yang mereka ikuti atau laksanakan. Hal ini akan membangkitkan 

kesadaran masyarakat dan memotivasi mereka untuk berpartisipasi secara aktif 

dalam setiap program pembangunan yang akan dilaksanakan, sehingga mereka 

akan merasa memiliki dan merasakan manfaat langsung dari pembangunan di 

wilayah mereka. Dengan begitu, kondisi masyarakat yang sejahtera, adil, dan 

makmur, yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 

1945 dapat tercapai sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat dari 

pembangunan yang dilakukan dan mencapai kondisi kehidupan yang lebih baik. 
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Hasil dari penelitian terdahulu tentang pelaksanaan evaluasi program 

pemberdayaan masyarakat menunjukkan bahwa para evaluator program 

menggunakan model CIPP (context, input, process, and product), yaitu model 

evaluasi yang menilai konteks, input, proses pelaksanaan, dan evaluasi input 

program tersebut. Penelitian yang dilakukan oleh Abidin dan Sujanto di tahun 2020 

menunjukkan bahwa model CIPP ini diterapkan untuk mengevaluasi program 

pemberdayaan masyarakat di Desa Mekarsari, dan menemukan bahwa pemerintah 

Desa Mekarsari menggunakan model tersebut dengan menitikberatkan pada 

evaluasi input program, apakah sumberdaya, sarana dan prasarana, serta anggaran 

yang dimiliki telah memadai dalam mendukung pelaksanaan program 

pemberdayaan masyarakat desa (Abidin & Sujianto, 2020). Penelitian serupa 

dilakukan oleh Sartika (2016) dengan fokus penelitian pemerintah provinsi 

(Pemprov) DKI Jakarta sebagai evaluator, dan hasilnya menunjukkan bahwa 

Pemprov DKI Jakarta mengadopsi model CIPP untuk mengevaluasi program-

program pemberdayaan masyarakat mandiri perkotaan. Pemprov DKI Jakarta telah 

memahami bagaimana model CIPP digunakan secara utuh untuk mengevaluasi 

keberhasilan program mereka meliputi evaluasi konteks, input, proses, dan produk.  

Selain pemerintah, pihak-pihak yang berhak menjadi evaluator program 

pemberdayaan adalah tokoh pemuda, tokoh agama, tokoh perempuan, akademisi, 

dan perwakilan dari komunitas atau kelompok yang ada di masyarakat atau 

stakeholder lainnya, termasuk peneliti itu sendiri. Penelitian yang dilakukan oleh 

Putri di tahun 2020 memaparkan hasil evaluasi program pemberdayaan masyarakat 

berbasis rukun warga yang dilaksanakan di salah satu kecamatan di Kota 

Pekanbaru, dimana peneliti sendiri menjadi evaluator program dan menerapkan 

model CIPP dalam proses evaluasinya (Putri, 2020). Penelitian ini menemukan 

bahwa model CIPP, ketika diterapkan secara utuh, efektif menggambarkan hasil 

program secara komprehensif, termasuk mendeteksi hambatan dan kelemahan 

dalam implementasi program pemberdayaan masyarakat yang dievaluasi tersebut.  

Narto dan Suparno melakukan penelitian tentang proses evaluasi program 

Corporate Social Responsibility yang dilakukan oleh pihak Public Affair 

Communication and Sustainability Coca Cola Company di Semarang sebagai 

perancang program dan stakeholder sekaligus evaluator program (Narto & 
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Suparno, 2020). Penelitian ini menunjukkan bahwa pihak evaluator menggunakan 

model CIPP yang difokuskan pada evaluasi konteks dan evaluasi proses, dan 

menemukan bahwa program pemberdayaan yang dirancang tidak sesuai dengan 

tujuan yang diharapkan, yaitu memberdayakan masyarakat menjadi masyarakat 

mandiri. Selain itu, Amiruddin, Hasniati, dan Yunus juga meneliti tentang peran 

PT. Ceria Nugraha Indotama selaku perancang program dan stakeholder sebagai 

evaluator programnya sendiri mengimplementasikan model CIPP untuk 

mengevaluasi konteks program pemberdayaannya di Kecamatan Wolo Kabupaten 

Kolaka. Evaluator ini (Amiruddin et al., 2020).  

Hasil penelitian terdahulu tersebut menunjukkan bahwa para evaluator 

mengadopsi model CIPP sesuai kebutuhan evaluasi program mereka, sehingga 

fokus evaluasinya bervariasi di antara para evaluator. Hanya evaluator dari 

pemerintah saja yang menggunakan model CIPP secara utuh untuk mengevaluasi 

programnya, yaitu pemerintah provinsi (Sartika, 2016) dan kecamatan (Putri, 

2020), sedangkan evaluator lainnya yaitu stakeholder dan bahkan peneliti sendiri 

mengadopsi sebagian dari model CIPP, misalnya hanya untuk mengevaluasi input 

(Abidin & Sujianto, 2020), konteks (Amiruddin et al., 2020; Narto & Suparno, 

2020), dan proses saja (Narto & Suparno, 2020). Untuk itu, dibutuhkan penelitian 

lebih lanjut tentang pelaksanaan evaluasi program pemberdayaan masyarakat oleh 

pemerintah selaku evaluator. Adanya perbedaan dalam implementasi model CIPP 

tersebut mendorong para peneliti untuk meneliti bagaimana model CIPP diterapkan 

oleh pemerintah, terutama di Pemerintah Desa Tiwa'a, Kabupaten Poso, Sulawesi 

Tengah.  

Desa Tiwa’a terletak di Kecamatan Mori Utara, Kabupaten Mori Utara, 

Provinsi Sulawesi Tengah. Desa ini telah mengimplementasikan serangkaian 

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa atau “Desa Membangun” untuk 

meresponi penetapan Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Ada enam 

bidang program yang dirancang demi kemajuan dan pembangunan Desa, yaitu 

meliputi bidang pemerintahan, bidang kelembagaan, bidang kesehatan, bidang 

ekonomi masyarakat, bidang teknologi, dan bidang pendidikan. Program-program 

di bidang kelembagaan sangat penting karena memiliki tujuan dan sasaran yaitu 

peningkatan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh Desa Tiwa’a demi 
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menjalankan roda pembangunan desa. Bentuk program di bidang kelembagaan ini 

adalah pelatihan, penyelenggaraan kegiatan yang sesuai dengan kelompok 

masyarakat desa, serta peningkatan sarana dan prasarana.  

Berdasarkan pengamatan awal dan diskusi pribadi dengan masyarakat Desa 

Tiwa’a, para peneliti menemukan fenomena bahwa program-program 

pemberdayaan masyarakat di bidang kelembagaan belum dirasakan manfaatnya 

oleh masyarakat desa sesuai dengan apa yang diharapkan. Hal ini menjadi salah 

satu topik yang penting untuk dikaji karena akan memiliki dampak negatif bagi 

kemajuan dan pembangunan desa. Untuk itu, peneliti merasakan pentingnya 

memberikan informasi tentang bagaimana program-program di bidang 

kelembagaan tersebut dievaluasi oleh para pelaku evaluasi. Mengingat betapa peran 

dan tanggung jawab evaluator dalam menilai keberhasilan suatu program, maka 

penelitian ini dilakukan untuk memberikan informasi tentang bagaimana para 

evaluator program pemberdayaan masyarakat Desa Tiwa’a melaksanakan evaluasi 

program tersebut. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk memberikan informasi 

yang komprehensif yang dibutuhkan sebagai rujukan tentang peran pemerintah 

Desa dalam pelaksanaan evaluasi program pemberdayaan masyarakat. 

KAJIAN PUSTAKA 

Evaluasi Program Pemberdayaan Masyarakat  

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menekankan tentang 

pemberdayaan masyarakat desa sebagai upaya untuk mengembangkan masyarakat desa 

yang mandiri dan sejahtera, melalui peningkatan pengetahuan, sikap, keterampilan, 

perilaku, kemampuan, kesadaran. Juga, memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki seperti 

sumberdaya manusia dan sumberdaya alam, melalui penetapan kebijakan, program, 

kegiatan, dan pendampingan. Program yang dirancang untuk memberdayakan dan 

mensejahterakan masyarakat desa harus sesuai dengan esensi masalah dan prioritas 

kebutuhan masyarakat di desa tersebut. Selain itu, program yang dirancang tersebut 

haruslah berdasarkan pemikiran bahwa program tersebut nantinya akan meningkatkan 

dan memajukan kemampuan dan keterampilan masyarakat desa untuk mengelola 

kebutuhannya secara mandiri.  
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Evaluasi program adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan dengan 

sengaja oleh para pelaku evaluasi untuk melihat dan mengukur tingkat keberhasilan 

program tersebut, serta dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi 

pengambil keputusan dalam menentukan kebijakan-kebijakan untuk masyarakat. 

Idealnya, evaluasi program pemberdayaan dilakukan secara bersama-sama oleh 

para pelaku evaluasi dan masyarakat melalui rangkaian kegiatan partisipatif atau 

participatory monitoring and evaluation (Guijt, 2000; Sartika, 2016). 

Model CIPP atau context, input, process, and product adalah salah satu 

model evaluasi program yang komprehensif untuk mengevaluasi suatu program, 

khususnya program-program sosial. Tujuan dari model ini diimplementasikan 

adalah untuk memperbaiki dan meningkatkan keberhasilan suatu program secara 

keseluruhan (Adellia & Prajawinanti, 2021; Narto & Suparno, 2020). Para pelaku 

evaluasi atau evaluator menggunakan model ini untuk mengevaluasi personil, 

organisasi, kebijakan-kebijakan, strategi operasional program, sumber daya yang 

digunakan, biaya yang dibutuhkan dan dikeluarkan, serta hasil positif dan negatif 

dari program tersebut.  

Dalam menilai suksesnya suatu program pemberdayaan, setidaknya ada 

empat fungsi evaluasi yang hadir yaitu fungsi diagnosa, fungsi selektif, fungsi 

penempatan, dan fungsi pengukuran keberhasilan (Mertens & Wilson, 2019; 

Theodos & Firschein, 2015). Evaluasi dilakukan untuk mengetahui atau 

mengidentifikasi kekurangan dan kelebihan individu tertentu ketika ditempatkan di 

posisi atau jabatan tertentu dengan tanggung jawab yang berbeda dengan fungsi dan 

jabatan lainnya. Ini disebut sebagai fungsi diagnosa. Kemudian, evaluasi dilakukan 

untuk menyeleksi apakah individu tertentu tersebut memiliki kompetensi standar 

yang memadai jika ditempatkan di posisi atau jabatan tertentu. Fungsi ini disebut 

dengan fungsi selektif. Berikutnya, evaluasi digunakan untuk mengetahui posisi 

dan jabatan apa yang paling sesuai untuk individu tertentu. Ini disebut dengan 

fungsi penempatan. Yang terakhir, evaluasi digunakan untuk mengukur tingkat 

keberhasilan suatu program yang telah dijalankan. Indikator keberhasilan tersebut 

meliputi metode pelaksanaan program, sarana dan prasarana, serta pencapaian 

tujuan program yang sudah direncanakan sejak awal program tersebud dirancang. 

Ini disebut dengan fungsi pengukuran keberhasilan. 
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Dalam penelitian ini, evaluasi konteks adalah evaluasi yang menekankan 

pada kebutuhan-kebutuhan masyarakat desa yang nantinya akan dipenuhi melalui 

program pemberdayaan. Pelaksanaan program dapat dipengaruhi oleh beragam 

faktor kebutuhan masyarakat desa, yaitu faktor-faktor budaya, kebijakan, struktur 

sosial serta kondisi ekonomi (Wholey, 2015). Evaluasi input adalah evaluasi yang 

menilai apakah kualitas dan kuantitas sumber daya yang dimiliki oleh masyarakat 

desa telah memadai untuk merencanakan dan melaksanakan progam. Terkait hal 

tersebut, Holden dan Zimmerman menegaskan bahwa harus ada keseimbangan 

antara apa yang hendak dievaluasi dan apa sumber daya yang tersedia di masyarakat 

sasaran program tersebut (Holden & Zimmerman, 2009). Kualitas dan kuantitas 

sumber daya yang dimaksud tersebut termasuk sumber daya manusia, sumber daya 

alam, dana atau anggaran, prosedur atau aturan-aturan yang diperlukan, serta sarana 

dan prasarana. Ketidakseimbangan antara program dan kuantitas serta kualitas 

sumber daya yang dimiliki masyarakat desa akan menghambat pelaksanaan 

program secara efektif, bahkan berdampak negatif terhadap pembangunan desa. 

Lebih lanjut, Holden dan Zimmerman menjelaskan tentang pengembangan 

kapasitas individu dan kaitannya dengan perencanaan evaluasi. Evaluasi program 

yang direncanakan haruslah mempertimbangkan kapasitas organisasi atau individu 

dalam kegiatan evaluasi program pemberdayaan tersebut (Holden & Zimmerman, 

2009). Jika organisasi maupun individu yang terlibat tidak memiliki keterampilan, 

pengetahuan, atau sumber daya yang diperlukan baik dalam mengevaluasi program, 

maka kegiatan evaluasi pun tidak akan akurat hasilnya atau berguna sebagai 

rekomendasi. Oleh karena itu, sumber daya manusia yang dimiliki oleh Desa harus 

diperkuat melalui beragam upaya seperti pelatihan, pendampingan, dan pemberian 

bantuan teknis. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan 

organisasi atau individu mengenai proses dan hasil evaluasi, serta bagaimana 

menggunakan informasi tersebut untuk menyusun program pemberdayaan 

masyarakat dan meningkatkan kinerja program tersebut selanjutnya.  

Evaluasi proses bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana program atau 

kegiatan telah dilaksanakan, kendala apa saja yang dihadapi selama 

pelaksanaannya, serta aspek mana yang harus diperbaiki dan ditingkatkan. Evaluasi 

proses berfokus pada pelaksanaan kegiatan, bukan hanya pada hasil akhirnya. 
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Dalam hal ini, para pelaksana kegiatan dan penerima manfaat dapat memahami 

program tersebut dengan lebih baik serta memberikan umpan balik untuk 

meningkatkan kualitas program yang sedang berjalanKemudian evaluasi proses 

menitikberatkan pada sejauh mana pelaksanaan suatu program atau kegiatan telah 

dilaksanakan, apa saja kendala yang dihadapi, serta apa saja aspek yang harus 

diperbaiki dan ditingkatkan (Theodos & Firschein, 2015). Selanjutnya, evaluasi 

produk merupakan pengukuran pencapaian hasil program, baik hasil yang positif 

maupun negatif, termasuk manfaat yang dihasilkan dalam jangka pendek maupun 

jangka panjang (Narto & Suparno, 2020). Evaluasi ini terjadi setelah program 

selesai dilaksanakan dan bertujuan untuk mengevaluasi kualitas hasil program 

secara keseluruhan. 

Pelaku Evaluasi Program Pemberdayaan 

Berdasarkan konsep participatory monitoring and evaluation, para 

evaluator atau pelaku evaluasi program pemberdayaan adalah para stakeholders dan 

penerima manfaat dari program itu sendiri, seperti tokoh perempuan, tokoh 

masyarakat adat, tokoh pemuda, bahkan akademisi (Guijt, 2000; Lukman et al., 

2023; Onyango, 2018; Sartika, 2016; Theodos & Firschein, 2015). Para evaluator 

adalah individu yang memiliki kemampuan untuk menilai kinerja suatu program, 

meliputi dampak program terhadap masyarakat sasaran, identifikasi masalah-

masalah yang terjadi selama pelaksanaan program dan apa saja yang perlu 

diperbaiki, serta memberikan saran dan rekomendasi untuk memperbaiki program. 

Evaluator program harus memiliki keterampilan menganalisis dan berpikir kritis, 

mampu berkomunikasi dengan baik, serta mampu bekerja sama dengan siapa saja 

dengan latar belakang yang berbeda (Lukman et al., 2023; Theodos & Firschein, 

2015). Evaluator juga harus memiliki pengetahuan tentang program, apa tujaun dan 

hasil yang diharapkan dari program yang dinilai, serta apa kebutuhan masyarakat 

sasaran. tujuan dan hasil yang diharapkan dari program serta kebutuhan masyarakat 

yang dilayani.  

Pemerintah Desa adalah evaluator utama yang merupakan unsur 

penyelenggara pemerintahan di desa dengan tugas menyelenggarakan urusan 

pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan 

masyarakat. Pemerintah Desa, dalam hal ini adalah Kepala Desa, memiliki 
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wewenang dalam memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan 

kebijakan yang ditetapkan bersama-sama Badan Permusyarawatan Desa (BPD), 

menetapkan peraturan desa, menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa, 

membina kehidupan dan perekonomian masyarakatnya, mengajukan rancangan 

peraturan desa, mengkoordinasikan pembangunan desa kepada semua unsur 

masyarakat secara partisipatif, serta melaksanakan wewenang lainnya yang sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan (Rumlus et al., 2017; Sahyana, 2019). Ada 

beberapa upaya yang bisa dilakukan oleh pemerintah desa untuk mengevaluasi 

program pemberdayaan masyarakat desa, antara lain mengajak pihak lain misalnya 

stakeholders untuk memastikan program terlaksana dengan baik, melakukan 

evaluasi dengan tujuan mengidentifikasi apa saja faktor-faktor penghambat proses 

pelaksanaan program serta apa saja kebutuhan masyarakat yang perlu dipenuh 

lewat program tersebut sehingga lebih tepat sasaran, memfasilitasi partisipasi 

masyarakat dalam mengevaluasi program dalam forum-forum desa, menyediakan 

data dan informasi yang penting untuk menilai program, dan memberikan 

rekomendasi kepada pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program 

tersebut (Fitriana, 2020; Hatry et al., 2015; Theodos & Firschein, 2015).  

 

METODE  

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kualitatif dengan desain penelitian studi kasus. Desa Tiwa’a yang terletak di 

Kecamatan Mori Utara, Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah, merupakan 

lokasi penelitian yang dipilih berdasarkan hasil identifikasi fenomena yang 

dilakukan oleh peneliti. Data dikumpulkan melalui teknik wawancara kepada 6 

orang narasumber kunci yaitu Kepala DesaTiwa’a, ketua BPD, satu tokoh 

masyarakat, ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), satu tokoh 

pemuda, dan satu tokoh perempuan. Keenam narasumber kunci ini juga adalah 

evaluator. Selain wawancara, data juga diperoleh dari observasi dan dokumentasi. 

Observasi dilakukan dengan cara turun langsung ke Desa dan mengamati 

bagaimana para evaluator berinteraksi dengan masyarakat desa tentang manfaat 

program, dan dokumentasi dengan cara mengumpulkan bahan tertulis terkait 

pelaksanaan evaluasi serta literatur yang relevan. Data yang dikumpulkan diolah 
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dengan model analisis dari Miles serta diinterpretasi berdasarkan teori evaluasi dan 

pelaku evaluasi (Miles, 2014). 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Program pemberdayaan di Desa Tiwa’a, khususnya program pemberdayaan 

masyarakat bidang kelembagaan, dievaluasi oleh Kepala Desa, Kepala LPMD, 

Ketua BPD, dan unsur masyarakat yaitu tokoh perempuan, tokoh masyarakat, dan 

tokoh pemuda. Dalam penelitian ini, program yang dievaluasi adalah program 

pemberdayaan masyarakat bidang kelembagaan, yaitu pelatihan bagi aparat desa 

dan kelompok-kelompok masyarakat. 

Fungsi Evaluasi Program 

Berdasarkan hasil penelitian yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi, 

Pemerintah Desa Tiwa’a melaksanakan evaluasi program untuk memperoleh 

informasi apakah sumberdaya manusia yang dikerahkan untuk 

mengimplementasikan program pemberdayaan masyarakat sesuai atau tidak. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa, ditemukan informasi bahwa 

Desa belum memiliki sumberdaya manusia sebagai personil LPMD dengan jumlah 

yang memadai dan pengetahuan yang cukup akan pelaksanaan program 

pemberdayaan masyarakat. Salah satu kutipan wawancara dengan Kepala Desa 

diuraikan sebagai berikut, 

“dikarenakan kurangnya sumberdaya manusia personil LPMD yang 

ada, personil kurang memahami tugas pokok dan fungsi di desa 

sebagai lembaga pemberdayaan masyarakat” (wawancara 9 Mei 

2022) 

 

 Hasil wawancara dengan Kepala Desa tersebut juga didukung dengan 

pengamatan langsung ke kantor desa untuk mengetahui data ril personil LPMD, dan 

memang benar bahwa sumberdaya manusia personil LPMD masih rendah, terbukti 

dari minimnya kegiatan atau sosialisasi tugas pokok dan fungsi desa yang berkaitan 

dengan kapasitas SDM di bidang kelembagaan. Terkait dengan hal ini, selain 

Kepala Desa, Ketua BPD pun menyampaikan hal yang senada, 

“dari apa yang saya amati selama ini berhubungan dengan program-

program yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat selama ini 

masih kurang dilaksanakan, program-program yang lebih banyak 
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mendapat perhatian hanya program yang sifatnya pembangunan fisik.” 

(wawancara 10 Mei 2022) 

 

 Untuk menambah dan memperkuat informasi dari Ketua BPD, para peneliti 

melakukan diskusi dengan beberapa anggota masyarakat. Berdasarkan hasil 

diskusi, peneliti menemukan informasi bahwa program yang sifatnya 

pemberdayaan masih kurang dilaksanakan. Selain itu, hasil pengamatan langsung 

di desa serta diperoleh data bahwa pembangunan fisik lebih dominan dikerjakan 

di desa daripada program-program peningkatan kualitas SDM. 

Berkaitan dengan hal tersebut, salah seorang tokoh pemuda sebagai 

responden yang diwawancarai mengutarakan hal berikut ini, 

“program-program yang disusun dan dilaksanakan di desa, 

khususnya yang bertujuan meningkatkan kualitas generasi muda, 

masih sangat minim.” (wawancara 11 Mei 2022) 

 

Hal yang sama juga diungkapkan oleh seorang tokoh perempuan sebagai 

berikut : 

 

“Para penyusun program harus melibatkan perempuan sehingga 

program yang dilaksanakan juga bermanfaat bagi perempuan 

desa”. (wawancara 11 Mei 2022) 

 

Sebagai bahan perbandingan dari wawancara yang dilakukan terhadap 

tokoh pemuda dan tokoh perempuan, para peneliti juga melakukan wawancara 

dengan beberapa tokoh lainnya. Hasil wawancara juga menyebutkan hal yang sama, 

yaitu bahwa keterlibatan seluruh unsur masyarakat dalam pelaksanaan musyawarah 

desa selama ini masih kurang. Lebih lanjut lagi, dari wawancara, pengamatan dan 

diskusi, didapati hasil bahwa pemerintah desa Tiwa’a menggunakan evaluasi 

sebagai alat ukur atau instrumen instrument pengukuran tingkat keberhasilan 

program pemberdayaan masyarakat di desa. Hal-hal yang diukur tersebut adalah 

pemanfaatan sumberdaya dan penggunaan sarana dan prasarana serta pencapaian 

tujuan yang telah disusun di awal penyusunan program, seperti yang dikemukakan 

oleh tokoh perempuan tersebut bahwa penyusun program seharusnya melibatkan 

seluruh unsur dalam menentukan program pemberdayaan yang akan dijalankan. 

Hal ini membuktikan bahwa sumberdaya manusia personil LPMD masih rendah 

karena belum memahami pentingnya melibatkan seluruh unsur masyarakat dalam 

penyusunan program di desa.  
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Hasil penelitian ini membuktikan bahwa evaluasi program pemberdayaan 

masyarakat bidang kelembagaan di Desa Tiwa’a berfungsi untuk mendiagnosa apa 

saja faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan program. Hal ini berarti sejalan 

dengan teori tentang fungsi evaluasi dari Theodos dan Firschein serta dari Mertens 

dan Wilson (dalam Mertens & Wilson, 2019; Theodos & Firschein, 2015), yaitu 

bahwa evaluasi program memiliki fungsi diagnosa dan fungsi pengukuran 

keberhasilan program. Fungsi diagnosa bertujuan untuk mengetahui kekurangan 

dan kelebihan seseorang untuk bidang kompetensi tertentu. Fungsi pengukuran 

keberhasilan bertujuan untuk mengukur tingkat keberhasilan sebuah program yang 

telah dijalankan. Hal-hal yang dinilai ini termasuk metode yang digunakan, 

penggunaan sarana dan prasarana, serta pencapaian tujuan yang telah disusun di 

awal. Evaluasi program adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan dengan 

sengaja untuk melihat tingkat keberhasilan program. Dari evaluasi yang dilakukan 

tersebut, teridentifikasi bahwa kurangnya SDM sebagai personil LPMD 

memengaruhi pelaksanaan program yang terkait dengan pemberdayaan 

masyarakat, bahkan cenderung tidak memperhatikan pelaksanaannya, karena 

fokus terletak pada implementasi program yang bersifat pembangunan fisik saja.  

Evaluasi Konteks dan Input 

Hasil observasi, dokumentasi, dan wawancara dengan para narasumber 

membuktikan bahwa Pemerintah Desa telah melibatkan Lembaga Pemberdayaan 

Masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program, 

seperti yang dikemukakan oleh Ketua LPMD berikut ini, 

“Pemerintah desa selalu mendengar dan menerima saran serta usul 

dari kami selaku Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yang 

ada.” (wawancara 12 Mei 2022) 

 

Pelaksanaan evaluasi yang melibatkan unsur-unsur masyarakat juga 

mengalami beberapa kendala, seperti yang dituturkan oleh Ketua BPD berikut ini, 

“Pemerintah desa dalam evaluasi program – program desa sudah 

melibatkan semua lembaga di desa, akan tetapi dalam 

pelaksanaannya sering terjadi peserta rapat yang sudah diundang 

tetapi tidak hadir sehingga hasil rapat terkadang kurang dipahami 

oleh lembaga dan perwakilan masyarakat.” (wawancara 12 Mei 

2022) 
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Sebagai bahan pembanding dari kedua hasil wawancara diatas, dilakukan 

juga wawancara dengan beberapa anggota lembaga lain di desa yang juga 

mengatakan bahwa Pemerintah Desa selalu mengundang lembaga – lembaga yang 

ada di desa dalam setiap pelaksanaan rapat. Akan tetapi, keterbatasan sumberdaya 

manusia peserta rapat seringkali hasil rapat kurang dipahami.  

Lebih lanjut lagi, seorang tokoh masyarakat Desa Tiwa’a menyatakan 

demikian, 

“dalam pelaksanaan musyawarah desa pemerintah desa hanya 

mengundang sebagian masyarakat yang dianggap sebagai tokoh 

dalam masyarakat, sehingga sering terjadi masyarakat lain ada yang 

kurang memahami dan kurang mengetahui tentang hasil rapat.” 

(wawancara 13 Mei 2022) 

 

Evaluasi yang ideal adalah evaluasi yang dilakukan dalam tataran penilaian 

konteks, input, proses, dan produk, serta melibatkan seluruh unsur (Guijt, 2000; 

Sartika, 2016). Berdasarkan hasil penelitian, para evaluator sudah menerapkan 

model evaluasi CIPP untuk menilai program pemberdayaan masyarakat bidang 

kelembagaan, namun evaluasi model tersebut belum dilaksanakan secara 

menyeluruh karena yang dilakukan adalah evaluasi pada tataran konteks dan input 

saja. Kemudian, unsur-unsur masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan evaluasi 

adalah dari Pemdes, BPD, LPMD, perwakilan tokoh perempuan, perwakilan tokoh 

pemuda, dan perwakilan tokoh masyarakat. Hanya saja, partisipasi dari masyarakat 

belum maksimal karena perwakilan tersebut ternyata tidak cukup memadai sesuai 

dengan kebutuhan evaluasi, dan seharusnya melibatkan seluruh pihak, terutama 

para penerima manfaat dari program-program yang dilaksanakan. Peneliti juga 

menemukan bahwa belum ada tindak lanjut yang terdokumentasi dari Pemdes 

tentang penyebab ketidakhadiran tokoh-tokoh yang diundang dalam rapat evaluasi 

sehingga tidak ada hasil evaluasi tentang partisipasi masyarakat dalam 

mengevaluasi program-program yang telah dilaksanakan di lingkungan mereka.  

Ada empat faktor penghambat pelaksanaan evaluasi yang ditemukan oleh 

peneliti. Faktor pertama adalah jumlah personel sumber daya manusia yang belum 

memadai untuk melaksanakan program pemberdayaan masyarakat di bidang 

kelembagaan. Temuan ini sejalan dengan teori dari Holden dan Zimmerman yang 

mengatakan bahwa faktor kualitas dan kuantitas sumber daya, termasuk sumber 
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daya manusia, adalah faktor yang penting untuk dievaluasi, karena jika faktor 

tersebut belum memadai, maka program pemberdayaan tidak akan terlaksana sesuai 

harapan (Holden & Zimmerman, 2009).  

Faktor kedua adalah program yang dirancang belum sepenuhnya melibatkan 

perwakilan dari kelompok-kelompok yang ada di masyarakat seperti kelompok 

pemuda dan kelompok perempuan. Temuan ini membuktikan teori dari Holden dan 

Zimmerman serta Wholey bahwa keterlibatan masyarakat sangat penting karena 

mereka adalah pihak yang paling terdampak oleh program tersebut, atau penerima 

manfaat langsung maupun tidak langsung dari program pemberdayaan masyarakat 

(Holden & Zimmerman, 2009; Wholey, 2015). Ramly dkk turut menegaskan bahwa 

pemerintah seharusnya tidak hanya melibatkan masyarakat untuk aktif 

melaksanakan evaluasi, tapi juga melatih keterampilan mereka dalam melakukan 

evaluasi dalam bentuk program sosialisasi, seminar, bimtek, workshop, atau 

bentuk-bentuk lainnya (Ramly et al., 2018).  

Faktor ketiga adalah tingkat pengetahuan akan evaluasi program 

pemberdayaan dan teknis pelaksanaan evaluasi program yang masih belum 

memadai. Faktor ini sangat erat kaitannya dengan faktor yang pertama, yang 

membuktikan bahwa kualitas sumber daya manusia di Desa Tiwa’a belum memadai 

mereka belum dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan dalam melakukan 

evaluasi program. Akibatnya, program-program tidak dievaluasi secara efektif 

sehingga pemerintah mengalami kesulitan untuk mengetahui apakah program 

tersebut sudah tepat sasaran dan sudah mencapai tujuan yang diinginkan atau tidak. 

Temuan ini kembali membuktikan sejalan dengan teori tentang pengembangan 

kapasitas dalam perencanaan evaluasi yang ditegaskan oleh Holden dan 

Zimmerman (Holden & Zimmerman, 2009). Dalam hal ini, pengetahuan dan 

keterampilan evaluasi program menjadi sangat penting bagi pelaksana evaluasi, 

terutama dalam menilai kualitas program pemberdayaan masyarakat yang 

berkelanjutan dan memastikan bahwa program tersebut berdampak positif pada 

kehidupan masyarakat yang dilayaninya. Oleh karena itu, pelatihan dan dukungan 

teknis harus disediakan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan 

evaluasi program pemberdayaan masyarakat, sehingga evaluasi dapat dilakukan 
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secara efektif dan hasilnya dapat digunakan untuk memperbaiki program dan 

meningkatkan kehidupan masyarakat yang dilayaninya. 

Faktor keempat adalah tindak lanjut evaluasi yang belum dilakukan oleh 

Pemerintah Desa dengan melibatkan unsur lainnya seperti akademisi. Temuan ini 

mendukung teori dan penjelasan dari Lukman, serta Theodos dan Firschein (dalam 

Lukman et al., 2023; Theodos & Firschein, 2015) bahwa akademisi merupakan 

mitra pemerintah yang memiliki kompetensi keahlian di bidangnya, serta terampil 

dan terlatih dalam metodologi penelitian dan analisis data. Data yang diperoleh dari 

pemerintah desa dapat diolah oleh akademisi sehingga bisa digunakan untuk 

merancang program pemberdayaan yang lebih efektif dan berkelanjutan bagi 

masyarakat desa. Dampak negatif dari ketiga faktor yang telah dijelaskan 

sebelumnya dapat diminimalisir dengan melibatkan unsur lainnya dalam 

pelaksanaan dan evaluasi program pemberdayaan, seperti unsur dari praktisi dan 

akademisi, mengadakan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan setiap kelompok 

di Desa Tiwa’a, dan mengadakan pelatihan khusus bagi para evaluator yang 

berkaitan dengan proses evaluasi dan tindak lanjutnya. Selain itu, karena sifatnya 

yang independen, keterlibatan akademisi evaluasi program pemberdayaan dapat 

meningkatkan kredibilitas dan transparansi pelaksanaan program tersebut. 

Keterlibatan akademisi dapat memberikan keyakinan kepada masyarakat desa 

bahwa program pemberdayaan yang dilaksanakan oleh pemerintah benar-benar 

bermanfaat bagi mereka dan bukan hanya formalitas belaka.  

SIMPULAN  

Evaluasi program pemberdayaan masyarakat di Desa Tiwa’a dilaksanakan 

dengan menggunakan model CIPP. Para evaluator adalah Pemdes Tiwa’a, BPD, 

LPMD, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan tokoh perempuan di Desa Tiwa’a. 

Fungsi evaluasi yang dilakukan adalah fungsi diagnosa dan fungsi pengukuran 

tingkat keberhasilan program, dengan tataran evaluasi pada tingkat konteks dan 

input. Evaluasi belum dilaksanakan secara maksimal dikarenakan empat faktor 

penghambat, yaitu jumlah personel sumberdaya manusia yang belum memadai, 

keterlibatan seluruh kelompok masyarakat dalam merancang program yang belum 

maksimal, tingkat pengetahuan evaluasi program dan teknis pelaksanaannya yang 
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belum memadai, dan tindaklanjut evaluasi yang belum dilakukan oleh Pemerintah 

Desa dengan melibatkan unsur lainnya seperti akademisi. Rekomendasi yang 

dihasilkan dari penelitian ini ditujukan kepada pihak evaluator dan juga kepada 

peneliti selanjutnya yang berminat melakukan kajian atau penelitian lanjutan 

tentang evaluasi program pemberdayaan masyarakat, yaitu melibatkan unsur 

lainnya dalam proses pelaksanaan evaluasi dan tindaklanjut hasil evaluasi serta 

mengadakan pelatihan tentang proses evaluasi dan tindaklanjutnya bagi para 

evaluator. 
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